












Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika 

(P4GN); serta penguatan toleransi umat beragama. 

Adapun korelasinya dengan misi "Nawa Bhakti Satya" pada 

RPJMD Provinsi Jawa Timur, Bakesbangpol Kabupaten Gresik 

mengampu dan melaksanakan misi ke 8 (delapan) yaitu Jatim Harmoni 

yang dipahami dengan menjaga terwujudnya masyarakat yang 

harmonis dan inklusif.  

Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-

2029, Bakesbangpol Kabupaten Gresik mengampu dan melaksanakan 

misi 1 (pertama) yaitu “Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, 

Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah”. Oleh karena itu arah 

kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Gresik pada Rencana Kerja (Renja) 

Tahun 2027 yaitu peneguhan peran lembaga adat, komunitas 

budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi 

sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni dan keberagaman. 

B. Prioritas Pembangunan 

Prioritas pembangunan Bakesbangpol Kabupaten Gresik pada 

Tahun 2027 melaksanakan salah satu dukungan prioritas pembangunan 

daerah Kabupaten Gresik yaitu “Gresik Barokah” pada sub navigasi : 

1) Membangkitkan Kesetia Kawanan Sosial, Kepahlawanan, dan 

Kepeloporan Warga Gresik. 

2) Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan 

Narkoba dan HIV/AIDS. 

3) Menguatkan Pembentukan Karakter Pemuda yang didasarkan 

pada Nilai-Nilai Agama Nilai Budaya Lokal dan Toleransi. 

4) Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, TokohMasyarakat 

Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan 

Tauladan Kesalehan Sosial. 

C. Program kerja pada Renja Bakesbangpol Kabupaten Gresik Tahun2027 

Adapaun inti dari program kerja Bakesbangpol Kabupaten Gresik 

mencakup urusan keagamaan, organisasi kemasyarakatan, partai 

politik termasuk memfasilitasi pesata demokrasi / politik serta fasilitasi 

Pendidikan politik). Sehingga, Bakesbangpol Kabupaten Gresik 

mengelola actor-aktor atau stakeholder yang terkait sebagaimana yang 



tertuang di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. 

Untuk mencapai keberhasilan program kerja tersebut, berdasarkan 

Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029, adapaun Indikator Kinerja 

Utma (IKU) Bakesbangpol Kabupaten Gresik yaitu : 

1. Indeks Kesadaran Berbangsa  

Pada indeks ini, di tahun 2025 ditargetkan sebesar 73,09; tahun 

2026 ditargetkan sebesar 73,29; dan di tahun 2027 ditargetkan 

sebesar 73,49. 

2. Indeks Kemandirian Partisipatif 

Pada indeks ini, di tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,95; tahun 

2026 ditargetkan sebesar 3,96; dan di tahun 2027 diatrgetkan 

sebesar 3,97. 

D. Pagu Indikatif Bakesbangpol Kabupaten Gresik Tahun 2027 

Pagu indikatif yang dialokasikan untuk program kerja pada Renja 

Bakesbangpol Kabupaten Gresik tahun 20207 secara keseluruhan 

sebesar Rp.24.264.019.000,- yang diperinci sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.243.478.000,- 

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan sebesar Rp. 2.767.642.00,- 

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengambangan Etika 

serta Budaya Politik sebesar Rp. 6.628.455.000,- 

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan sebesar Rp.330.698.000,- 

5. Program Pembinaan dan Pengambangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya sebesar Rp. 2.218.072.000,- 

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp. 

7.075.674.000,- 

 

 

 



E. Usulan Pagu Bakesbangpol Tahun 2027 

Adapun pagu usulan yang diajukan oleh Bakesbangpol Kabupaten 

Gresik pada Tahun Anggaran 2027 yang belum tercover dalam SIPD RI 

Tahun 2027 secara keseluruhan sebesar Rp.26.078.163.000,- yang 

diperinci sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.243.478.000,- 

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan sebesar Rp.2.841.142.000,- 

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengambangan Etika 

serta Budaya Politik sebesar Rp.8.144.099.000,- 

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan sebesar Rp.465.698.000,- 

5. Program Pembinaan dan Pengambangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya sebesar Rp.2.218.072.000,- 

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar 

Rp.7.165.674.000,- 

Adapun penambahan pagu usulan secara keseluruhan sebesar 

Rp.1.904.144.000,- tersebut diperuntukan untuk : 

1) Tim Terpadu Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba. 

2) Tim Terpadu Penanggulangan Ekstremisme dan 

Radikalisme. 

3) Tim Terpadu Penangganan Premanisme Berbasis 

Kekerasan. 

4) Tim Pelaksana Duta Pancasila dan Paskibraka. 

5) Penambahan bantuan keuangan (hibah) untuk parpol yang 

sebmula Rp.800,-/suara menjadi Rp.10.000,-/suara. 

Pukul 13.28 WIB sambutan dari moderator yang disampaikan oleh Bapak Siri 

Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Kesatuan Bangsa. 

Pukul 13.35 WIB penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber dari 

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik Bapak H. Syaikhu Busiri, S.Kom. S.H. 

Adapun hal disampaikan diantaranya : 



A. Tujuan Forum Perangkat Daerah 

Tujuan strategis forum OPD ini menjadi suatu hal yang penting 

karena kelemahan pemerintah daerah secara umum yaitu sinergitas 

antar OPD dan tidak akan mencapai titik optimal karena terjebak dalam 

ego sektoral masing-masing yang berdampak pada pembangunan 

daerah. Maka perlu adanya penyelarasan dan sinkronisasi program 

kerja OPD untuk meminimalisir over budgeting yang dikeluarkan untuk 

OPD, agar tidak double program dan pembiayaan anggaran antar OPD. 

B. Rekomendasi Kebijakan 

1) Digitalisasi pengawasan ormas, untuk mempermudah pelaporan 

aktivitas ormas di Kabupaten Gresik. 

2) Penguatan jejaring intelijen masyarakat, untuk meningkatkan 

kapasitas anggota FKDM untuk deteksi dini potensi konflik. 

3) Kolaborasi dengan akademisi, untuk mengundang pakar 

sosiologi untuk analisis tren dinamika sosial. 

4) Inovasi Pendidikan politik milenial, untuk memanfaatkan media 

sosial untuk menyebarkan wawasan kebangsaan. 

Pukul 14.07 WIB penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber dari 

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Gresik Bapak 

Hufan Nur Dhianto, S.STP. Adapun hal yang disampaikan yaitu : 

1. Tema RKPD Kab. Gresik Tahun 2027 yaitu “Penguatan 

Infrastruktur dan Layanan Dasar serta Fondasi Pembangunan 

yang Menjadi Prasyarat bagi Kemajuan di Tahun-Tahun 

Berikutnya”. 

2. Permasalahan dan isu strategis perencanaan Pembangunan 

daerah pada RKPD Tahun 2027, yaitu : 

A. Permasalahan 

1) Keterbatasan kapasitas fiskal untuk pembangunan daerah. 

2) Keterbatasan Pembangunan konektivitas dan infrastruktur 

daerah. 

3) Tingkat pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan 

dengan kebutuhan industri. 

4) Keterbatasan pengambangan SDM. 

B. Isu Strategis 



1) Penguatan tata Kelola keuangan daerah dan pembiayaan 

inovatif. 

2) Keselarasan pembngunan wilayah di dukung peningkatan 

infrastruktur dan konektivitas wilayah. 

3) Pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis keunggulan 

daerah dan penguatan ketahanan pangan. 

4) Peningkatan kualitas SDM berbasis GEDSI dan SDG’s. 

3. Prioritas kamus usulan prioritas pembangunan daerah Tahun 

2027, yaitu : 

1) Gresik Mapan, yaitu infrastruktur jalan poros desa, 

perbaikan drainase perkotaan, dan perbaikan infrastruktur 

jalan lingkungan. 

2) Pesona Gresik, yaitu perbaikan rumah tidak layak huni. 

3) Gresik Sehati, yaitu reahabilitasi posyandu. 

Disamping kamus usulan prioritas, masyarakat/pihak-pihak dapat 

menyampaikan usulan pembangunan di Tahun 2027. 

4. Kerangka pendanaan Ranwal RKPD Tahun 2027 menggunakan 

baseline data PAPBD Tahun 2025. Sehingga pagu inidikatif pada 

RKPD Tahun 2027 sebesar 3,968 Triliun. 

5. Time line penyusunan RKPD Tahun 2027, sudah persiapan pada 

bulan November 2025 untuk menyusun rangka anggaran tahun 

2027. 

6. Tindak lanjut hasil pelaksanaan forum perangkat daerah : 

1) Hasil kesepakatan ditunagkan dalam Berita Acara dan 

diserahkan kepada Bappeda paling lambat 2 (dua) hari 

setelah jadwal pelaksanaan forum OPD untuk dilakukan 

verifikasi. 

2) Berdasarkan musrenbang Kecamatan, terdapat sejumlah 

usulan prioritas dan hal tersebut menjadi bahan 

penyempurnaan rancangan awal Renja OPD Tahun 2027. 

3) Pemetaan sub kegiatan terhadap pemutakhiran SIPD RI 

Tahun 20207 untuk dilampirkan dalam Berita Acara pada 

Lampiran V. 



Pukul 14.22 WIB moderator menarik kesimpulan, tema besar RKPD 2027 

berfokus pada pembangunan infrastruktur.  

Pukul 14.23 WIB moderator memberikan kesempatan kepada tamu untuk 

memberikan masukan dan usulan untuk RKPD Tahun 2027 dan Renja Tahun 

2027. 

Pukul 14.24 WIB penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan FPK. 

Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Pengajuan hibah FPK diajukan senilai 520jt apakah itu sudah dalam 

tahap finalisasi. 

2) Masukan terhadap perbaikan jalan di Kab. Gresik agar dapat 

didahulukan. Agar menjadi daerah yang bagus dalam segala hal. 

Pukul 14.26 WIB penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan FKUB. 

Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Hibah FKUB tahun 2026 lebih dibawah (sedikit) dari rencana pagu tahun 

2027. 

2) Anggaran tahun 2026 akan dialokasikan untuk program kerja yang 

penting. 

Pukul 14.29 penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan FKDM. 

Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Deteksi dini pada FKDM memiliki 3 anggota di setiap kecamatan, tingkat 

kabupaten terdapat 5 anggota. 

2) Semua sektor baik konflik yg ada dimasayarakat dipantau dan 

dilaporkan. 

3) Agar dapat menaikkan dana hibah Tahun 2026 maupun Tahun 2027. 

Pukul 14.38 WIB masukan dari entitas masyarakat (perwakilan dari komunitas 

ojol). Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Perbaikan jalan untuk membantu pekerjaan bagi ojol. 

2) Jam operasional truk, untuk dilakukan Razia jam operasional truk. 

Pukul 14.41 WIB penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan Polres. 

Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Kondisi Gresik cenderung kondusif. Polres Gresik akan jemput bola 

dengan Bakesbangpol untuk menciptakan kondusifitas wilayah. 



2) Menanggapi jam operasional truk, selama ini tetap berupaya dan 

evaluasi berkolaborasi dgn Dishub mengenai jam operasional truk dan 

kondisi jalan. 

Pukul 14.48 WIB penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan BNN. 

Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Harapannya, adanya pembentukan tim terpadu P4GN untuk tahun 2026 

atau 2027. 

2) Adanya revitasi narkoba (tempat rujukan rehabilitasi narkotika) di RSUD 

Kabupaten Gresik. 

Pukul 14.51 WIB penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan Pattiro. 

Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Mengusulkan RAD (rencana aksi daerah) menegenai radikalisme 

terhadap Perempuan dan anak 

Pukul 14.52 WIB penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan KIPAN. 

Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Mengajukan hibah untuk menunjang pelaksanaan program SCARFS 

(School and Communities Caring for Drug Abusers and HIV/AIDS). 

Pukul 14.54 WIB penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan SPSI. 

Adapun masukan yang disampikan yaitu : 

1) Agar dilibatkan dalam hal kegiatan forum konsultasi publik 

Pukul 15.03 WIB mengajukan input usulan hibah di Bagian Kesra, di tahun 

2027 sudah ditutup. Usulan-usulan harus melalui SIPD bukan dari proposal. 

Pukul 15.06 WIB acara ditutup oleh moderator. 

 

III. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil rapat Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat 

Daerah yang telah dilaksanakan, secara umum dapat disimpulkan bahwasanya 

untuk program kerja pada Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kabupaten 

Gresik Tahun 2027 diajukan usulan penambahan pagu yang semula sebesar 

Rp.24.264.019.000,- menjadi Rp.26.078.163.000,- . Penambahan pagu 

anggaran tersebut difokuskan untuk : 

1) Tim Terpadu Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba. 

2) Tim Terpadu Penanggulangan Ekstremisme dan Radikalisme. 

3) Tim Terpadu Penangganan Premanisme Berbasis Kekerasan. 



4) Tim Pelaksana Duta Pancasila dan Paskibraka. 

5) Penambahan bantuan keuangan (hibah) untuk parpol yang sebmula 

Rp.800,-/suara menjadi Rp.10.000,-/suara. 

Total pagu yang ditambahkan tersebut sebesar Rp.1.904.144.000,- 

 

IV. Rekomendasi Kebijakan 

1) Digitalisasi pengawasan ormas, untuk mempermudah pelaporan 

aktivitas ormas di Kabupaten Gresik. 

2) Penguatan jejaring intelijen masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas 

anggota FKDM untuk deteksi dini potensi konflik. 

3) Kolaborasi dengan akademisi, untuk mengundang pakar sosiologi untuk 

analisis tren dinamika sosial. 

4) Inovasi Pendidikan politik milenial, untuk memanfaatkan media sosial 

untuk menyebarkan wawasan kebangsaan. 

  



DOKUMENTASI PELAKSANAAN  

FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN GRESIK 

TAHUN 2026 

 

 



 

 



 

 


